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Nurohmah Rosia Ningrum, “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP 

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT YANG BERALIH 

FUNGSI MENJADI CAGAR ALAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- 

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK AGRARIA DAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI 

DESA WANGUNSARI KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN 

CIANJUR” 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan kepastian Hukum terhadap 

Penguasaan hak atas tanah yang beralih fungsi menjadi cagar alam menurut Undang- 

undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Desa Wangunsari, 

Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur serta bagaimana upaya masyarakat untuk 

mendapatkan kepastian terhadap Status hukum yang Beralih Fungsi Menjadi Cagar 

Alam Di Desa Wangunsari Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepastian Hukum Dan 

Status Hukum Terhadap Penguasaan hak atas tanah Masyarakat Yang Beralih Fungsi 

Menjadi Cagar Alam Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan Studi Kasus di Desa Wangunsari, Kecamatan Naringgul, 

Kabupaten Cianjur. 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis 

empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 

hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan 

(penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan 

hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah- 

tengah masyarakat. 

Kesimpulan dari penelelitian ini, yaitu bahwa akibat dari tidak dapat 

didaftarkannya sertifikat hak milik atas tanah bagi sebagian masyarakat yang sebagian 

tanahnya termasuk kedalam tanah BKSDA, masyarakat tidak memiliki kepastian 

hukum, dan menjadi penghambat untuk masyarakat yang ingin melakukan perbuatan 

hukum atas tanah tersebut. 
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